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PEMERINTAH RESMI KENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 12 PERSEN  

PER 1 JANUARI 2025 

  
Sumber gambar: https://keuangannews.id/ 

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal itu 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP). 

Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama 

Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri Kabinet Merah Putih lainnya pada Konferensi 

Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 

(16/12). 

"Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 

1 Januari," ujar Airlangga. Pemerintah menegaskan pajak akan dikenakan pada sejumlah 

barang di antaranya adalah barang premium atau tergolong mewah. Namun, Airlangga 

mengatakan, tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh 

masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. 

Bahan pokok ini justru diberikan fasilitas bebas PPN. Barang yang dimaksud di antaranya 

adalah beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, 

angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian 

air. "Barang-barang yang dibutuhkan olah masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 

persen, seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-

barang tertentu," imbuhnya. Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, 

pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Sumber Berita: 
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1. CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241216115243-532-

1177844/pemerintah-resmi-kenakan-ppn-12-persen-per-1-januari-2025, 16 Desember 

2024 

2. IDN Financial, https://www.idnfinancials.com/id/news/51762/ppn-resmi-naik-jadi-

mulai-awal-tahun-depan, 16 Desember 2024 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada: 

Pasal 2: 

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan 

diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tanggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak. 

(1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak 

orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk 

kependudukan. 

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan 

usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha 

dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: 

a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan 

pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau 

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak 

orang pribadi pengusaha tertentu. 

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 

mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241216115243-532-1177844/pemerintah-resmi-kenakan-ppn-12-persen-per-1-januari-2025
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241216115243-532-1177844/pemerintah-resmi-kenakan-ppn-12-persen-per-1-januari-2025
https://www.idnfinancials.com/id/news/51762/ppn-resmi-naik-jadi-mulai-awal-tahun-depan
https://www.idnfinancials.com/id/news/51762/ppn-resmi-naik-jadi-mulai-awal-tahun-depan
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Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan/atau ayat (2). 

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang, pada: 

Pasal 1: 

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa 

barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.  

3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang 

ini.  

4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena 

Pajak. 

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak 

tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang 

karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.  

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak. 

11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang 

Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. 

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, 

atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 
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15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang ini.  

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai 

Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang 

terutang.  

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh 

Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa 

Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar 

Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 

dan/atau impor Barang Kena Pajak.  

25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan 

Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 

27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau 

instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada 

bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. 

28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah 

Pabean. 

29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar 

Daerah Pabean. 

Pasal 1A:  

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: 

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; 

b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau 

perjanjian sewa guna usaha (leasing); 

c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru 

lelang; 

d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; 
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e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan 

semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran 

perusahaan; 

f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau 

penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang; 

h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka 

perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang 

penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak 

yang membutuhkan Barang Kena Pajak. 

(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang; 

c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang; 

d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang 

Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak 

yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha 

Kena Pajak; dan 

e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan 

yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b. 

Pasal 3A ayat: 

(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang 

batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan 

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang terutang. 

(1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
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(2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 

dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, 

dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan 

tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 4: 

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

b. impor Barang Kena Pajak; 

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean; 

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan 

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 

(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas 

ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 4A ayat: 

(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu 

dalam kelompok barang sebagai berikut: 

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, 

dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di 

tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh 

usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak 

daerah dan retribusi daerah; dan 
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d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat 

berharga. 

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam 

kelompok jasa sebagai berikut: 

f. jasa keagamaan; 

h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh 

pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan 

ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan 

secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan 

yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat 

disediakan oleh bentuk usaha lain; 

n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan 

tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha 

pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek 

pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; 

q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan 

makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

Pasal 7 ayat: 

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: 

a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;  

b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada 

tanggal 1 Januari 2025. 

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 
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b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan  

c. ekspor Jasa Kena Pajak. 

(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah 

menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas 

persen). 

(4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati 

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), 

pada: 

Pasal 62 

Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal 

ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. 

Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti 

yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat 

dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. 

Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah di depan raad 

van justitie di mana Ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan 

menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur. 

Pasal 64 

Pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya 

atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek 

lainnya dan obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, 

menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan 

kapal, perutangan uang dan lain sebagainya.  

 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil 

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata 

Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban 

Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak, pada Pasal 1 ayat: 
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(1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran 

bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah). 

(2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. 

(3) Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 

pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tahun kalender. 

 

Catatan Akhir: 

1. Pada Catatan nomor 1 Ketentuan Pasal 2 diatur dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

2. Pada Catatan nomor 2 Ketentuan Pasal 1, Pasal 3A, dan Pasal 4 diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

3. Pada Catatan nomor 2 Ketentuan Pasal 1A diatur dalam Pasal 112 mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

4. Pada Catatan nomor 2 Ketentuan Pasal 4A diatur dalam Bab IV Pajak Pertambahan Nilai 

Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 


